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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang
telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat
menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Klaten
Kelas IA.

Menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November
2020, Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP, telah disusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2021 yang menyajikan Indikator Kinerja Utama sesuai
dengan Sistem Kinerja. Laporan ini berisi tentang informasi
pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka
pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini
meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi sebagai bentuk
pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi
sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan
implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di
masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja
kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Pengadilan Negeri, serta berguna bagi semua pihak.

artiningsih, S.H., M.H.
NIP. 19640421{ 199212 2 001
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https://sikep.mahkamahagung.go.id/administrasipegawai/default/view?id=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiOFkwY2lvWno3ZExmSHNmdnlKR2VhQT09IiwiaXYiOiI5YjRjMWI4Y2Q3MzFlN2FjMzlkNjcxZTE3MDdlYTFmNCIsInNhbHQiOiJlNmVhMjVkNSIsIml0ZXJhdGlvbnMiOjk5OX0%3D
https://sikep.mahkamahagung.go.id/administrasipegawai/default/view?id=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiOFkwY2lvWno3ZExmSHNmdnlKR2VhQT09IiwiaXYiOiI5YjRjMWI4Y2Q3MzFlN2FjMzlkNjcxZTE3MDdlYTFmNCIsInNhbHQiOiJlNmVhMjVkNSIsIml0ZXJhdGlvbnMiOjk5OX0%3D

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA Tahun Anggaran 2020 merupakan Laporan perkembangan
dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Klaten
Kelas IA pada Tahun 2020. Laporan ini merupakan penyajian data
informasi serta pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan
fungsi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA kepada publik. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2021 Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, merupakan LKjIP dari
Renstra tahun 2020-2024 dan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta surat Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor: : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal
27 November 2020, perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA berupaya untuk mencapai target
tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan
LkjIP yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam
mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. Dengan berakhirnya Tahun 2020,
maka disusun LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2020 yang
menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data
yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas
berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja,
selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2020 serta
perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut
penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Klaten
Kelas IA.

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah menetapkan 4 (Empat)
sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan
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mengaplikasikan 15 indikator kinerja. Pencapaian kinerja Pengadilan
Negeri Klaten tahun 2020 merupakan pencapaian atas target kinerja dari
Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA tahun
2020-2024 yang di telah dilakukan reviu.

Semua keberhasilan yang telah dicapai ini tidak membuat
Pengadilan Negeri Klaten Kelas [A berpuas diri, namun juga menjadi
cambuk agar dapat mempertahankan dengan terus meningkatkan layanan

publik dan kinerjanya di masa yang akan datang.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdayaguna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam
rangka mewujudkan Good Governance, Lembaga Administrasi Negara telah
mengembangkan media pertangggung jawaban yang disebut dengan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Keputusan Kepala LAN
Nomor 5589/IX/61Y 199 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya terdapat
Rencana Strategis.

LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang
dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra)
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis
dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu
rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan
dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur aparatur
pemerintahan, yang selalu dihadapkan pada sorotan miring banyak pihak
akan kinerja kita. Hal ini hendaknya jangan dijadikan sebagai beban, akan
tetapi hendaknya dapat dijadikan cambuk agar kita semakin lebih berhati-
hati dalam menjalankan tugas selaku abdi Negara dan abdi masyarakat.
Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan
lebih lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam

hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan umum,
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pranata dan tata laksana perkara di peradilan LKjIP Pengadilan Negeri Klaten
Kelas IA Tahun 2020.) Dukungan teknis administratif terhadap teknis judisial
peradilan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat
administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : MA/SEK/07/SKIIII/2006 tentang
Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga
Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara I kepemerintahan
sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi., Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam
pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang
dipercayakan kepada publik.

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan
sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan
masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara
profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan. Dengan
membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam
kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif
dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam
kehidupan bermasyarakat. Tentu hal tersebut sangat terkait dengan
berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan-
ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri,

maka Insya Allah segala pandangan-pandangan serta penilaian-penilaian
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yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian
serta penghargaan bagi kita semua.

Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga
Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua
merupakan LKjIP Pengadilan Negeri Klaten Kelas [IA Tahun 2020 refleksi
kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga
peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan meningkatkan
performa Pengadilan sebagai pelayan public yang mampu merespon harapan
masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang
memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan
dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat
maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua
lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum
dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu
ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten
untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi
hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga
Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak
manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan
pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan
pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.
Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya
dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam
melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.
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1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen).
Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badan
peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I., (Peradilan Umum, PTUN,
Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24
ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman
tersebut diserahkan kepada badan badan peradilan (Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai
pengadilan tertinggi dengan tugas pokok, untuk menerima, memeriksa dan
mengadili serta  menyelesaikan  setiap perkara yang  diajukan
kepadanya}.(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2}) Peradilan
Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan
Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal
50 UU No.2 Tahun 1986).

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat
tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta
(Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan
dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-
Undang. Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan
kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan di Kabupaten Klaten berdasarkan Pancasila, dengan
tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
yakni:
1.2.1 Tugas
Pengadilan Negeri Klaten Kelas [IA merupakan lingkungan peradilan
umum tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di
Semarang yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung
Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum
dan Keadilan.
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama,
bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang
masuk di tingkat pertama.
1.2.2 Fungsi
Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA antara lain:
> Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi
kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
> Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan,
dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah
jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi
peradilan, maupun administrasi perencanaan/ teknologi informasi,
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
» Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,
Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah
jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum

kesekretariatan serta pembangunan.
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> Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat
tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya,
apabila diminta.

> Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi
peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum
(perencanaan/teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian
/organisasi /tatalaksanan, dan keuangan/umum/perlengkapan).

» Fungsi Lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan
hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi
akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan
dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam
Keputusan Ketua Mahkamah  Agung RI Nomor: 1-
144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI NO.
KMA/003/11/1992 tanggal 24 Februari 1992 mengenai Struktur Organisasi
Pengadilan Negeri, bahwa setiap kantor Pengadilan Dipimpin oleh Ketua dan
dibantu oleh seorang Wakil Ketua. Dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan
Pengadilan yang bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya citra
dan wibawa Pengadilan. Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan sesuai degan PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Ketua
Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas
terselanggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. Ketua Pengadilan
melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaaan peradilan di Peradilan
Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil
Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara
Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan
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dengan Pengadilan. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua
Pengadilan menyerahkan kepada Paniter Pengadilan.

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang
didalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Ketua Pengadilan.

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Ketua Pengadilan.

Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
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1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian
kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA selama tahun 2020 sebagai acuan
untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I Pendahuluan
Menggambarkan Latar Belakang hal - hal umum tentang keadaan
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, Tugas dan Fungsi dan sistematika
dari penyajian Lakip.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan :

A. Visi dan Misi

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

C. Program Utama dan Kegiatan Pokok
1. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III Laporan Kinerja yang menjelaskan :

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi
Kinerja)

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian
sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian
dari hasil pengukuran kinerja).

C. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup
Menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum
tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama
yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA serta

strategi pemecahan masalah.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat
pada Renstra 2020-2024 yang dilaksanakan melalui Rencana Kinerja

Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini merupakan
implementasi tahun kelima dari Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang
diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.
Rencana Strategis ini merupakan komitmen bersama dalam menetapkan
kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara
sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan
terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk
mencapai efektivitas dan efisiensi.
2.1.1 VISI DAN MISI
Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan
tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA. Visi
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA mengacu pada Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI KLATEN YANG AGUNG”
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud
dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Klaten, adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan
transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif
dan efisien.
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Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang
diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari
keadilan atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
mempunyai motto yaitu :

“ Yes, We Can. Bersama Kita BISA “

“BIS A : Berwibawa, Informatif, Santun, Akuntabel “

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan Sasaran strategis merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sehingga dapat mengukur keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, dimana setiap
tujuan dan sasaran strategis tersebut telah ditetapkan indikator kinerja
yang terukur.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA. Tujuan
yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Klaten Kelas [IA adalah sebagai
berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan
dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menuju sasaran strategis yang
hendak dicapai Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA tahun 2020-2024 adalah
sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
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3. Meningkatnya

Terpinggirkan

Akses

peradilan

bagi masyarakat Miskin dan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas

IA Tahun 2020 dapat dilihat dengan rumusan sebagai berikut:

Tuiuan Sasaran

Terwujudnya

Proses
Peradilan yang
pasti,
transparan dan
akuntabel

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya

Kepatuhan
terhadap
Putusan
Pengadilan

Terwujudnya
Proses
Peradilan yang
pasti,
transparan dan
akuntabel

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya
Kepatuhan
terhadap
Putusan
Pengadilan

Indikator

Persentase Sisa Perkara Diselesaikan : Perdata dan Pidana

|I

Persentase Sisa Perkara Diselesaikan Tepat Waktu : Perdata dan Pidana

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
Kasasi, Banding, dan Peninjauan Kembali

Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase Salinan Putusanyang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkapdan Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yangMenarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Gambar 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Tahun 2020

2.2 PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat

rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen | Kegiatan Pokok :

Peradilan Umum Merupakan 1. Penyelesaian Perkara Pidana,
program untuk mencapai sasaran Perdata,
strategis dalam hal penyelesaian 2. Penyelesaian
perkara, tertib administrasi Pidana, Perdata,

Sisa Perkara

Loporan Kinerje Instansi Pemerintoh (LKJIP)
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perkara, dan aksesbilitas
masyarakat terhadap peradilan

3. Register dan pendistribusian
berkas perkara ke Majelis yang
tepat waktu,

. Pengiriman  berkas  perkara
banding dan kasasi disampaikan
secara lengkap dan tepat waktu,

. Publikasi dan transparasi proses
penyelesaian dan putusan
perkara.

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya dibuat untuk mencapai
sasaran strategis menciptakan
sumber daya manusia yang
berkualitas dan mencapai hasil
guna yang berkualitas

Kegiatan Pokok :
1. Pelaksanaan diklat tenis yudisial
dan non yudisial,

2.Tindak lanjut pengaduan yang
masuk,

3.Tindak lanjut temuan yang
masuk dari Hakim Pengawas
Bidang,

4.Pembinaan administrasi

pengelolaan kepegawaian,
. Pembinaan administrasi
pengelolaan keuangan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana bertujuan untuk
mencapai sasaran strategis dalam
penyediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan Pokok :
1. Merencanakan RKAKL sesuai
dengan kebutuhan nyata
Pengadilan Negeri Klaten Kelas
IA,

. Mempersiapkan data
untuk mendukung
pengadaan barang/jasa
dibutuhkan,

. Melaksanakan

dukung
usulan

yang

Pengadaan
barang/jasa sesuai dengan DIPA

.Adapun usulan kegiatan yang
perlu dilaksanakan diantaranya :

ePengadaan Alat Pengolah Data
dan Komunikasi

e Pengadaan Fasilitas Perkantoran
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2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA diperlukan

sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai

tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama degan

digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai

tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

1 Terwujudnya Proses
Peradilan yang
Pasti, Transparan,
dan Akuntabel

2 Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

3 Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan

4 Meningkatnya
Kepatuhan terhadap
Putusan Pengadilan

a. Persentase Sisa Perkara Diselesaikan :

— Perdata
— Pidana

b. Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu :

— Perdata
— Pidana

. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
— Kasasi
— Banding
—  Peninjauan Kembali

. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan

Diversi

. Kepuasan Pencari Keadilan
a. Persentase Salinan Putusan yang Diterima Oleh Para Pihak

Tepat Waktu

. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding,

Kasasi, dan PK yan Diajukan Secara Lengkap dan Tepat
Waktu

. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian

Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu
1 Hari Setelah Putus

. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2004. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan

komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja
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yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus
perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA,

sebagai berikut :

Terwujudnya  Proses a. Persentase Sisa Perkara
Peradilan yang Pasti, Diselesaikan :
Transparan, dan — Perdata 100%
Akuntabel — Pidana 100%
b. Presentase Perkara yang
Diselesaikan Tepat Waktu :
— Perdata 100%
— Pidana 100%

c. Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum :

— Kasasi 95%
— Banding 95%
— Peninjauan Kembali 98%
d. Persentase Perkara Pidana Anak 5%
yang Diselesaikan dengan
Diversi
e. Kepuasan Pencari Keadilan 80%
Peningkatan a. Persentase Salinan Putusan  100%
Efektivitas Pengelolaan yang Diterima Oleh Para Pihak
Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

b. Persentase Berkas Perkara yang  100%
Dimohonkan Banding, Kasasi,
dan PK yan Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat Waktu

c. Persentase Putusan Perkara 100%
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat
Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus
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d. Persentase Perkara yang 4%
Diselesaikan Melalui Mediasi

Meningkatnya Akses a. Persentase Perkara Prodeo yang 0%
Peradilan bagi Diselesaikan

Masyarakat Miskin b. Persentase Pencari Keadilan 4%
dan Terpinggirkan Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Meningkatnya Persentase Putusan Perkara 1%
Kepatuhan terhadap Perdata yang Ditindak lanjuti
Putusan Pengadilan (Dieksekusi)

Jumlah anggaran program kegiatan Tahun 2020 adalah sebagai
berikut :

1  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 9.782.059.000
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 25.000.000
Aparatur Mahkamah Agung

3 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 137.950.000

Total Anggaran Kegiatan Tahun 2019 Rp. 9.945.009.000
(Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ribu
Rupiah)
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan
strategis suatu organisasi. Pengukuran kinjera adalah proses sistematis
dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai
kemajuan yang telah dicapai dibandingan dengan sasran dan tujuan yang
telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai
mekanisme untuk memberikan reward /punishment, melainkan sebagai alat
komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan
target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapka, sehingga terlihat
apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Realisasi

Capaian = x100%
Target Capaian

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai
dalam tahun 2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing

indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Proses Peradilan Peradilan yang Pasti, Transparan, dan
Akuntabel

No Indikator Kinerja Target(%) Realisasi(%) Capaian(%)
1. Persentase Sisa Perkara
Diselesaikan :
- Perdata 100 100 100
- Pidana 100 100 100

2. | Persentase Perkara Diselesaikan
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Sasaran Strategis 1

Tepat Waktu :
- Perdata 100 91,03 91,03
- Pidana 100 100 100
3. Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum :

- Banding 95 92,45 97,32
- Kasasi 95 94,56 99,53
- Peninjauan Kembali 98 99,68 101,74
4. Persentase Perkara Pidana Anak S 1 20
yang Diselesaikan dengan
Diversi
5. Kepuasan Pencari Keadilan 80 88,78 110

Sasaran Strategis 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
No Indikator Kinerja Target(%) Realisasi(%) Capaian(%)
1. Persentase Salinan Putusan 100 100 100
yang Diterima Oleh Para Pihak
Tepat Waktu
2. Persentase Berkas Perkara yang 100 94 94
Dimohonkan Banding, Kasasi,
dan PK yang Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat Waktu
3. Persentase Putusan Perkara 100 100 100
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1
Hari Setelah Putus.
4. Persentase Perkara yang 4 7,69 192,25
Diselesaikan Melalui Mediasi

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan
No Indikator Kinerja Target(%) Realisasi(%) Capaian(%)
1. Persentase Perkara Prodeo yang 0 0 0
Diselesaikan
2. Persentase Pencari Keadilan 4 19,6 490
Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
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Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

No Indikator Kinerja Target(%) Realisasi(%) Capaian(%)
1. Persentase Putusan Perkara 1 4,9 490
Perdata yang Ditindaklanjuti
(Dieksekusi)

3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2020

mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel
diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun
2020, Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja
sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

> Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,

Transparan, dan Akuntabel.

Pencapaian target kinerja sasaran pada 5 tahun terakhir 2016-2020
adalah :

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

2020 2020 2019 2018 2017 2016
1 Persentase Sisa

Perkara

Diselesaikan
- Perdata 100 100 100 100 100 100 100
- Pidana 100 100 100 100 100 100 100

Persentase Perkara
Diselesaikan Tepat

Waktu :
- Perdata 100 91,03 91,08 90,61 85,02 85,07 85,13
- Pidana 100 100 100 100 100 100 99,77

Persentase Perkara

yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum :
- Banding 95 92,45 97,32 102 105 100 99,75
- Kasasi 95 94,56 99,53 103 104 104 103
- Peninjauan 98 99,68 101,74 103 104 103 103

Kembali
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No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

2020 2020 2020 2019 2018 2017 2016

Persentase Perkara 5 1 20 0 0 0

Pidana Anak yang

Diselesaikan

dengan Diversi

Kepuasan Pencari 80 88,78 110 109,25 0] 0
E Keadilan

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja adalah sebagai
berikut :

a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan
Perkara yang masuk pada tahun 2019 dan tidak dapat diselesaikan
pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada
tahun berikutnya. Penyebab adanya sisa perkara adalah karena adanya
perkara yang masuk pada Bulan Desember Tahun 2019 dan baru
disidangkan pada Tahun 2020. Sedangkan yang masuk dibawah bulan
Desember masih dalam taraf pemeriksaan, baik dalam tahapan Replik,

Duplik, maupun Pembuktian/Saksi.

Data sisa perkara tahun 2019 yang masih berjalan pada tahun 2020

yaitu:
Perkara Sisa Tahun Target Realisasi
2019 Penyelesaian Penyelesaian
2020 2020

Perdata

- Gugatan 58 58 58

- Gugatan Sederhana 3 3 3

- Permohonan 9 9 9

- Perlawanan 4 4 4
Pidana

- Biasa 22 22 22

- Singkat - - -

- Cepat - - -

- Anak - - -

Penyelesaian perkara Tahun 2019 yang diselesaikan pada tahun 2020
mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem

kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah
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berjalan dengan baik dan lancar sehinggat tidak ada sisa perkara tahun

sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
Persentase perkara yang masuk pada tahun 2020 dan dapat
diselesaikan pada bulan berjalan pada tahun tersebut.
4+ Perkara Perdata
+ Perkara Perdata Gugatan
Keadaan Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Klaten Kelas
IA Tahun 2020 yaitu

Bulan Sisa Tahun Masuk Putus/dicabut Sisa
2019 Akhir

Januari 96 53 68 81
81 58 45 94
94 67 72 89
89 38 39 88
88 30 31 87
Juni 87 49 47 89
Juli 89 62 55 96
96 50 48 98
September 98 76 60 114
Oktober 114 70 71 113
November 113 63 69 107
Desember 107 38 57 88
Jumlah 654 662

Dari data tersebut, persentase perkara perdata gugatan yang
diselesaikan pada tahun 2020 yaitu
- Jumlah perkara gugatan pada tahun 2020 : 161 perkara
- Jumlah perkara gugatan yang selesai pada tahun tersebut : 121
Perkara
- Persentase perkara gugatan yang dapat diselesaikan tepat waktu
adalah 75,16 %
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena
banyak perkara yang masuk pada akhir tahun 2020 dan baru akan
disidangkan pada tahun 2021, dan banyaknya perkara yang masuk empat
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bulan terakhir masih dalam taraf pemeriksaan, baik tahapan replik, duplik,
pembuktian/saksi bahkan masih dalam tahap panggilan dikarenakan para
pihak banyak yang dari luar kabupaten Klaten, serta jumlah Majelis Hakim
dan Panitera Pengganti masih kurang dibandingkan dengan jumlah perkara
yang harus diselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara

gugatan yang diselesaikan tepat waktu, sebagai berikut :

A. Perkara Perdata
1. Perkara Perdata Gugatan

Masuk Putus/Cabut Capaian (%)

Tahun 2016 48 135 143 78,14
Tahun 2017 40 142 129 70,88
Tahun 2018 53 170 158 70,85
Tahun 2019 65 176 183 75,93
Tahun 2020 58 161 163 74,43

2. Perkara Perdata Permohonan

Periode Perkara Permohonan
Sisa Masuk Putus/Cabut Capaian (%)
Tahun 2016 7 119 116 92,06
Tahun 2017 10 131 132 93,62
Tahun 2018 9 140 140 93,96
Tahun 2019 9 164 164 94,80
Tahun 2020 9 136 139 95,86

B. Perkara Pidana
1. Perkara Pidana Biasa

Putus/Cabut Capaian (%)
Tahun 2016 23 251 244 89,05
Tahun 2017 30 250 249 88,93
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Tahun 2018 31 232 221 84,03
Tahun 2019 42 240 260 92,20
Tahun 2020 22 246 246 91,79

2. Perkara Pidana Cepat/Ringan
Pidana singkat pada Pengadilan Negeri Klaten tidak ada perkara masuk

3. Perkara Pidana Cepat/Ringan

Masuk Putus/Cabut Capaian (%)
Tahun 2016 0 168 168 100
Tahun 2017 0 138 138 100
Tahun 2018 0 148 148 100
Tahun 2019 0 47 47 100
Tahun 2020 0 46 46 100

4. Perkara Pidana Lalu Lintas

Putus/Cabut Capaian
Tahun 2016 0 25.154 25.154 100
Tahun 2017 0 53.599 53.599 100
Tahun 2018 0 59.316 59.316 100
Tahun 2019 0 45.612 45.612 100
Tahun 2020 0 19.986 19.986 100

5. Perkara Pidana Pra Peradilan

Sisa Masuk Putus/Cabut Capaian
Tahun 2016 0 5 5 100
Tahun 2017 0 1 1 100
Tahun 2018 0 5 5 100
Tahun 2019 0 1 1 100
Tahun 2020 0 5 4 80
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6. Perkara Pidana Anak

Sisa Masuk Putus/Cabut Capaian
Tahun 2016 1 10 10 90,91
Tahun 2017 0 7 7 100
Tahun 2018 0 24 23 95,83
Tahun 2019 1 8 9 100
Tahun 2020 0 13 12 92,31

c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,
Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

1. Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Uraian Tahun Tahun LELUTY Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Putus 690 667 731 706 662
Tidak Upaya Hukum 644 623 682 648 612
Banding
Persentase 93,33 93,40 93,30 91,78 92,45

2. Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun ELU) ELU) LEL U Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Putus 690 667 731 706 662
Tidak Upaya Hukum 650 643 699 662 626
Kasasi
Persentase 94,20 96,40 95,62 93,77 94,56

2. Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

Uraian LELU Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Putus 690 667 731 706 662
Tidak Upaya Hukum PK 690 662 730 704 660
Persentase 100 99,25 99,86 99,72 99,70
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d. Penyelesaian Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Perkara 2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah 0 1 0 0 1

e. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA pada bulan Oktober 2020

melakukan pembagian kuisioner kepada responden pencari keadilan

sebanyak 100 responden dengan variabel pada pengukuran ini didasarkan

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Pubik yang terdiri dari 9

ruang lingkup,yaitu :

1.

Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi

dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalammengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara

penyelenggara dan masyarakat.

. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang
diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap

spesifikasi jenis pelayanan.
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. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan

pengalaman.

. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan

pelayanan.

. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah merupakan kesanggupan dan
kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai

dengan standar pelayanan.

. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan
pengaduan dan tindak lanjut.

Dari hasil survei SKM untuk 9 ruang lingkup tersebut, diperoleh rata-

rata skor dan peringkat Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan

Pengguna Layanan Pengadilan adalah sebagai berikut :

arwNE

© oNo

Ruang Lingkup Rata-rata Kategori Peringkat
Skor

Persyaratan 3,53 Sangat Baik 7
Prosedur 3,58 Sangat Baik 5
Waktu Pelayanan 3,37 Baik 9
Biaya/Tarif 3,43 Baik 8
Produk Spesifikasi Jenis 3,56 Sangat Baik 6
Pelayanan

Kompetensi Pelaksana 3,69 Sangat Baik 2
Perilaku Pelaksana 3,72 Sangat Baik 1
Sarana dan prasarana 3,59 Sangat Baik 3
Penanganan Pegaduan 3,59 Sangat Baik 4

Berdasarkan hasil analisis data terhadap penelitian survei kepuasan

masyarakat, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

pengguna layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sebesar

88,78 dan berada pada kategori SANGAT BAIK.
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> Sasaran Strategis 2 :
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Pencapaian target kinerja sasaran pada 5 tahun terakhir 2016-2020
adalah :

Indikator
Kinerja

Target Realisasi

Capaian (%)
2020 2019 2018 2017 2016
Persentase 100 100 100 94,70 96,21 98,46 99,02
Salinan

Putusan yang

Diterima oleh

Para Pihak

Tepat Waktu

Persentase 100 94 94 96,55 39,21 49,81 46,57
Berkas Perkara

yang

Dimohonkan

Banding,

Kasasi, dan PK
yang Diajukan
Secara
Lengkap dan
Tepat Waktu
Persentase 100 100 100 100 100 100 100
Putusan
Perkara yang
Menarik
Perhatian

Masyarakat

yang Dapat

Diakses Secara

Online dalam

waktu 1 hari

setelah Putus

Persentase 4 7,69 192,25 0 1,1 1,40 0

Perkara yang

Diselesaikan

Melalui

Mediasi
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Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja adalah sebagai berikut :

a. Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat
Waktu
Sejak menggunakan SIPP Pengadilan Negeri Klaten selalu berusaha
mengisi data dengan baik yang berimbas pada pelaksanaan
pemberitahuan putusan. Pelaksanaan pemberitahuan putusan juga
tergantung dari keberadaan pihak dan diterima oleh pihak. Dilihat
dari data 2016-2020 diatas 90% akan tetapi 2020 berada pada angka
100% hal ini disebabkan tuntutan pimpinan untuk capaian nilai
implementasi SIPP selalu diatas 900 point atau memperoleh bintang 5
dan benar, Pengadilan Negeri Klaten pada pengumuman Direjen
Badilum Nilai Implementasi SIPP secara nasional memperoleh
peringat ke-2 pada kategori perkara 500 - 1000.

b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi,
dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
Jika dilihat dari data pengiriman berkas yang dihitung selisih sejak
dimohonkan, untuk perkara banding harusnya <=30 hari, kasasi dan
PK adalah <=65 hari diketahui data seperti tabel diatas bahwa
sebelum adanya MIS (Monitoring Implementasi Evaluasi SIPP) yang
diluncurkan oleh Badilum, sering tidak terkontrol, monitoring
terhadap pengiriman berkas kurang. Terlihat pada 2020 capaiannya
adalah 94% sedangkan tahun 2019 pada 96,55 % terjadi penurunan
2,55% hal ini disebabkan adanya relaas delegasi yang melebihi batas
waktu pengiriman berkas banding. Berkas tidak bisa dikirim banding,
himbauan dari Pengadilan Tinggi Semarang untuk agar berkas sudah
lengkap sebelum dikirim

c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat
yang Dapat Diakses Secara Online dalam waktu 1 hari setelah
Putus
Publikasi perkara di SIPP baik yang menarik perhatian maupun tidak

dalam 1 x 24 jam selalu sinkro ke SIPP versi website sehingga tidak
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pernah terjadi keterlambatan dikarenakan sinkronisasi dilakukan
secara otomatis oleh sistem.

. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Dari tahun 2016 sampai 2020 hanya tahun 2017 dan tahun 2018
yang ada data berhasil mediasi dan capaian tersebut rata-rata hanya
1% dari target namun pada tahun 2020 capaian keberhasilan mediasi
adalah sebesar 7,69% atau capaian sebesar 192,25% dari target 4%.
Target 4% diperoleh disebabkan rata-rata dari tahun 2015-2019
capaian berkisar 1-5%. Sehingga tahun 2020 dengan capaian
192,25% adalah hal yang baik menunjukkan kemampuan Hakim
Mediator dalam menyelesaikan perkara dengan berhasil mediasi

semakin baik.

> Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja sasaran pada 5 tahun terakhir 2020-2016

adalah :
No Indikator
Kinerja
Persentase

Perkara Prodeo

yang
Diselesaikan
Persentase
Pencari
Keadilan
Golongan

Tertentu yang

Mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum)

Target Realisasi

2020
0

2020
0

19,6
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Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja adalah sebagai berikut :
a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA pada Tahun 2020 adalah NIHIL. Hal ini, dikarenakan tidak

ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
Pada Tahun 2020, Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA menangani 172 Perkara dengan 312 jam layanan perkara.
> Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan
Pengadilan

Pencapaian target kinerja sasaran pada 5 tahun terakhir 2016-2020
adalah :
No Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Kinerja 2020 2020 2020 2019 2018 2017 2016
1 4,9 490 50 0 100 0

Persentase
Perkara Perdata
yang
Ditindaklanjuti
(Dieksekusi)

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja adalah sebagai berikut :
a. Persentase Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)
Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dan diajukan eksekusi
di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sangatlah sedikit dibandingkan dengan
jumlah perkara yang diputus dan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), hal ini
dapat diuraikan sebagai berikut :

\'[o) Perkara Putusan Permohonan Pelaksanaan Prosentase

Putusan BHT Eksekusi Eksekusi Capaian
Tahun 2020 (%)
662 626 8 1 12,5
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3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN
Realisasi anggaran pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA adalah
sebagai berikut :

DIPA PROGRAM JUMLAH REALISASI CAPAIAN
ANGGARAN
Program Dukungan Manajemen Rp.9.782.059.000 Rp.9.640.115.548 98,55%
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Rp. 25.000.000 Rp. 24.400.000 97,6%
Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
Program Peningkatan Manajemen Rp. 137.950.000 Rp. 137.251.334 99,49%

Peradilan Umum

Total Anggaran Kegiatan Tahun 2019 Rp. 9.945.009.000 Rp. 9.801.766.882 98,55%

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai
target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Jumlah anggaran DIPA (01) seluruhnya sesuai tertera pada
Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar Rp.9.782.059.000 (Sembilan
Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Puluh Sembilan Ribu).
Penyerapan DIPA(01) pada Tahun 2020 sebesar 98,55 %.

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Jumlah anggaran DIPA (03) seluruhnya sesuai tertera pada
Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 137.950.000 (Seratus
Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Penyerapan DIPA (03) pada Tahun 2020 sebesar 99,49 %.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
Tahun Anggaran 2020, Rincian Pagu Awal, Pagu Revisi dan Realisasi
Anggaran untuk DIPA(0O1) Badan Urusan Administrasi dan DIPA(03) Badan
Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

3.3.1 PAGU DAN REALISASI DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan
Administrasi adalah sebagai berikut :

No KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI %
(Rp) (Rp) (Rp)
n Layanan Perkantoran
- Gaji dan 8.742.606.000 8.411.446.000 8.295.776.685 98,68%
. Tunjangan
- Operasional dan 1.290.613.000 1.345.613.000 1.314.908.769 97,72%
. Pemeliharaan
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KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI

(Rp) (Rp) (Rp)
- Kantor
Layanan Sarana dan
H Prasarana Internal
- Pengadaan 25.000.000 25.000.000 24.400.000 97,60%
perangkat

Pengolah Data
dan Komunikasi
3.3.1.1 Layanan Perkantoran
Layanan Perkantoran yaitu pengeluran untuk belanja pegawai
terdiri dari Gaji dan Tunjangan, serta Operasional dan Pemeliharaan
Kantor.
3.3.1.1.1 Gaji dan Tunjangan
Belanja Gaji dan Tunjangan meliputi belanja gaji pokok,
tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan struktural,
tunjangan fungsional, tunjangan PPH, tunjangan beras, tunjangan
uang makan, dan tunjangan umum, yang penggunaannya meliputi :
a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal Belanja Gaji dan Tunjangan dalam DIPA (01)
Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Negeri Klaten Kelas
IA sebesar Rp. 8.742.606.000, kemudian terjadi revisi anggaran
menjadi Rp. 8.411.446.000.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu tahun anggaran 2020 yang telah direvisi,
anggaran belanja gaji dan tunjangan yang terserap atau terealisasi
sebesar Rp. 8.295.776.685.
Total belanja gaji dan tunjangan yang telah terealisasi

selama tahun anggatan 2020 sebesar 98,68 %. Dengan rincian

belanja sebagai berikut :

\[¢} Kode Kegiatan Pagu Awal Pagu Realisasi Realisasi %
Akun (Rp) (Rp) (Rp)

1. 511111 | Belanja Gaji 3.973.614.000 3.821.974.000 3.811.798.780 | 99,73
Pokok PNS

2. 511119 | Belanja 65.000 54.000 50.562 | 93,63
Pembulatan Gaji
PNS

3. 511121 | Belanja Tunj. 308.789.000 299.344.000 298.295.990 99,65
Suami/Istri PNS

4. 511122 | Belanja Tunj. Anak 88.728.000 86.591.000 85.026.516 | 98,19
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No Kode Kegiatan Pagu Awal Pagu Realisasi Realisasi %

10.

Akun (Rp) (Rp) (Rp)

PNS

511123 | Belanja Tunj. 43.200.000 42.320.000 40.320.000 | 95,27
Struktural PNS

511124 | Belanja Tunj. 2.618.700.000 2.893.915.000 @ 2.892.130.000 | 99,94
Fungsional PNS

511125 @ Belanja Tunj. PPh 757.529.000 359.910.000 359.626.347 | 99,92
PNS

511126 | Belanja Tunj. 197.211.000 176.487.000 175.039.140 | 99,18
Beras PNS

511129 @ Belanja Uang 727.320.000 699.816.000 602.454.350 = 86,09
Makan PNS

511151 | Belanja Tunj. 27.450.000 31.035.000 31.035.000 100
Umum PNS

Total Belanja Pegawai 8.742.606.000 8.411.446.000 8.295.776.685 98,68

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan
anggaran yang telah terealiasai, tercatat sisa pagu Gaji dan Belanja

adalah sebesar Rp. 115.669.315,-

3.3.1.1.2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Belanja barang operasional dan pemeliharaan kantor yaitu
pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai
dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya
pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja
barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah
ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum
ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of
Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor meliputi
Belanja keperluan kantor, barang operasional, barang persediaan
barang konsumsi, pengiriman surat dinas pos pusat, langganan
listrik, telepon, air, persediaan barang konsumsi, pemeliharaan
gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, honor
operasional satker, dan perjalanan dinas

a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja operasional dan pemeliharaan kantor

dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2020
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dilingkungan Pengadilan Negeri Klaten Kelas
1.290.613.000. Kemudian direvisi menjadi Rp. 1.345.613.000 (Dari

[IA sebesar Rp.

keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan
untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja operasional dan pemeliharaan kantor
tahun anggaran 2020, anggaran belanja yang terserap atau
terealisasi adalah sebesar Rp. 1.314.908.769 atau sebesar 97,42%

dengan rincian belanja sebagai berikut :

\[¢} Kode Kegiatan Pagu Awal Pagu Realisasi Realisasi
Akun R R R

1. 521111 @ Belanja Keperluan 420.291.000 420.291.000 415.777.173
Perkantoran

2. 521114 @ Belanja Pengiriman 15.600.000 15.600.000 11.281.000
Surat Dinas Pos Pusat

3. 521115 @ Belanja Honor 49.800.000 49.800.000 42.600.000
Operasional Satuan
Kerja

4. 521119 | Belanja Barang 45.840.000 49.680.000 45.258.475
Operasional Lainnya

5. 521811 @ Belanja Barang 59.568.000 59.568.000 58.982.900
Persediaan Barang
Konsumsi

6. 522111 | Belanja Langganan 108.000.000 167.800.000 166.426.365
Listrik

7. 522112 | Belanja Langganan 4.200.000 1.800.000 1.641.147
Telepon

8. 522113 | Belanja Langganan Air 9.000.000 6.600.000 5.540.600

9. 523111 | Belanja Pemeliharaan 270.000.000 281.241.000 280.917.900
Gedung dan Bangunan

10 | 523119 | Belanja Pemeliharaan 97.993.000 97.993.000 96.980.576
Gedung dan Bangunan
Lainnya

11. 523121 @ Belanja Pemeliharaan 150.580.000 154.580.000 153.645.133
Peralatan dan Mesin

12. | 524111 | Belanja Perjalanan 43.280.000 39.280.000 34.417.500
Dinas Biasa

13. | 524113 @ Belanja Perjalanan 5.280.000 1.440.000 1.440.000
Dinas Dalam Kota

524119 @ Belanja Perjalanan 11.242.000 0 0

Dinas Paket Meeting
Keluar Kota
Jumlah

1.290.613.000
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98,93
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99,03

99,40

87,62

100

0
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c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan
anggaran yang telah terealiasai, tercatat sisa pagu Operasional dan
Pemeliharaan Kantor adalah sebesar Rp. 30.704.231
3.3.1.2 Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan sarana dan prasarana internal terdiri dari pengadaan
perangkat pengolah data dan komunikasi, serta pembangunan/renovasi
gedung dan perkantoran.
3.3.1.2.1 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Belanja pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi terdiri
dari belanja modal peralatan dan mesin.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja pengadaan perangkat pengolah data dan
komunikasi dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun
Anggaran 2020 dilingkungan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
sebesar Rp. 25.000.000. Dari keseluruhan pagu anggaran yang
diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan
perangkat pengolah data dan komunikasi satuan kerja Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja pengadaan perangkat pengolah data dan
komunikasi tahun anggaran 2020, anggaran belanja yang terserap
atau terealisasi adalah sebesar Rp. 24.400.000 atau sebesar 97,60 %

dengan rincian belanja sebagai berikut :

No Kode Kegiatan Pagu I REEVET % ‘
Akun
1. 532111 Belanja Modal Peralatan dan Rp.25.000.000 @ Rp.24.400.000 @ 97,60
Mesin
Jumlah Rp.24.400.000 Rp.24.400.000 97,60

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan
anggaran yang telah terealiasai, tercatat sisa pagu pengadaan
perangkat pengolah data dan komunikasi adalah sebesar Rp.

600.000,-
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3.3.2 PAGU DAN REALISASI DIPA 03 BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan Realisasi anggaran untuk DIPA(03) Badan Peradilan Umum

adalah sebagai berikut :

No KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI %

Layanan Pos Bantuan
Hukum ( Posbakum)

Perkara Peradilan Umum
yang diselesaikan ditingkat
Pertama dan Banding yang
tepat waktu

diselesaikan ditingkat
pertama di wilayah jawa
tengah

3.3.2.1 Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

- Pos Bantuan Hukum Rp.31.200.000 Rp. 31.200.000 Rp. 31.111.684 99,72

- Perkara Pidana yang Rp.106.750.000 Rp.106.750.000 Rp.106.139.650 99,43

Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) terdiri dari

kegiatan belanja honor kegiaran dan belanja jasa konsultan.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja Pos Bantuan Hukum dalam DIPA (03)

Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2020 dilingkungan
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sebesar Rp. 31.200.000. Dari

keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan

untuk membiayai kegiatan Pos Bantuan Hukum satuan kerja

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja Pos Bantuan Hukum tahun anggaran

2020, anggaran belanja yang terserap atau terealisasi adalah

sebesar Rp. 31.111.684 atau sebesar 99,72 % dengan rincian

belanja sebagai berikut :

No Kode Kegiatan Pagu Realisasi %
Akun
1. 521213 Belanja Honor Output Rp. 780.000 Rp. 780.000 100
Kegiatan
2. 522131 Belanja Jasa Konsultan Rp. 30.420.000 Rp. 30.331.684 99,70
Jumlah Rp.31.200.000 Rp.31.111.684 99,72
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c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan
anggaran yang telah terealiasai, tercatat sisa pagu layanan pos
bantuan hukum adalah sebesar Rp. 88.316

3.3.2.2 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di
Wilayah Jawa Tengah
Layanan perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di

wilayah jawa tengah terdiri dari belanja bahan, bahan persediaan
barang konsumsi, perjalanan dinas dalam kota, dan pengiriman surat
dinas pos pusat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja Layanan perkara pidana yang
diselesaikan ditingkat pertama di wilayah jawa tengah dalam DIPA
(03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2020 dilingkungan
Pengadilan Negeri Klaten Kelas [IA sebesar Rp. 106.750.000. Dari
keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan
untuk membiayai kegiatan Layanan perkara pidana yang
diselesaikan ditingkat pertama di wilayah jawa tengah satuan kerja
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja Layanan perkara pidana yang
diselesaikan ditingkat pertama di wilayah jawa tengah tahun
anggaran 2020, anggaran belanja yang terserap atau terealisasi

adalah sebesar Rp. 106.139.650 atau sebesar 99,43 % dengan

rincian belanja sebagai berikut :

N Kegiatan Pagu Awal Pagu Revisi I REEVET
0 (Rp) (Rp) (Rp)
1 521211 Belanja Bahan 45.900.000 28.150.000 27.940.900 99,26
2 | 521811 Belanja Bahan 21.250.000 39.000.000 38.990.250 | 99,98
Persediaan Barang
Konsumsi
3 | 524113 Belanja Perjalanan 38.900.000 38.900.000 38.900.000 100

Dinas Dalam Kota
(pengiriman surat

penahanan)

4 521114 Belanja Pengiriman 700.000 700.000 308.500 44,07
Surat Dinas Pos Pusat
Jumlah 106.750.000 106.750.000 106.139.650 99,43
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c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan
anggaran yang telah terealiasai, tercatat sisa pagu Layanan perkara
pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah jawa tengah
adalah sebesar Rp. 610.350
3.4 AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA
3.4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kinerja
Ukuran persentase capaian indikator kinerja peningkatan sarana
dan prasarana adalah perbandingan jumlah pengadaan sarana dan
prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang
telah dilaksanakan/direalisasikan. Persentase capaian pengadaan sarana
dan prasarana di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA pada Tahun 2019
adalah sebesar 100%.
3.4.2 Sumber Data Manusia Yang Berkualitas
Untuk mencapai sasaran Sumber Daya Manusia yang berkualitas,
digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
a. Indikator Kinerja Persentase Pegawai Yang Diusulkan
Mengikuti Diklat
Selama Tahun 2020, Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah
menugaskan Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai

untuk mengikuti Pelatihan /Sosialisasi/Diklat sebagai berikut :

S s N

HERA KARTININGSIH, S.H., Ketua Pelatihan Online : PN Klaten,
M.H. Teknik menyusun 16-17 Juli
NIP.19640421 199212 2 001 abstraksi putusan
pengadilan
Pelatihan Online : PN Klaten,
Kerjasama dengan PPM 21 Juli
Bimbingan Teknis Tawangmangu
manajemen media tahun 1 - 3 Sept
2020
2 TUTY BUDHI UTAMI, S.H., Wakil Sosialisasi aplikasi ecourt Surakarta,
M.H. (e-filling) dan ttd 29-30 Jan
NIP.19710502 199603 2 001 elektronik
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NURJUSNI, S.H.
NIP.19730121 199903 2 001
ANDRI WAHYUDI, S.H.
NIP.19751206 200112 1 001

ANNISA NOVIYATI, S.H.,
M.H.Li.
NIP.19780713 200112 2 003

DOUGLAS R.P.
NAPITUPULU, S.H., M.H.
NIP.19760130 200212 1 003

KURNIA D. G., S.H. M.H.
NIP.19770602 200212 1 007

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim
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Pelatihan Mentoring
(Learder As Couch) (Bagi
Ketua Pengadilan),
Pelatihan English Effective
Presentation Tahun 2020
Pelatihan Online English
Effective Presentation
Placement test LIA
Preparation Course For
The TOEFL

Pelatihan Online :
Teknik menyusun
abstraksi putusan
pengadilan

Pelatihan Online
kerjasama PPM
Placement test LIA
Preparation Course For
The TOEFL

Pelatihan Online English
Effective Presentation
Placement test LIA
Preparation Course For
The TOEFL

Pelatihan Online
kerjasama PPM
Sosialisasi aplikasi ecourt
(efiiling) dan ttd elektronik
Placement test LIA
Preparation Course For
The TOEFL

Placement test LIA
Preparation Course For
The TOEFL

Pelatihan Online English
Effective Presentation
Bimbingan Teknis

manajemen media

Kampus
Pusdiklat
Bogor,
15-27 Maret

PN Klaten, 4-
10 Mei
PN Klaten,
14 Juli

PN Klaten,

21-22 Juli

PN Klaten,

3 Agustus

PN Klaten,
14 Juli

PN Klaten,

3-11 Agustus

PN Klaten,
14 Juli

PN Klaten,
22 Juli
Surakarta,
29-30 Jan
PN Klaten,
14 Juli

PN Klaten,
15 Juli

PN Klaten,
3-11 Agustus

Tawangmangu

1 - 3 Sept
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FRANCISCA W., S.H.,
M.Hum.
NIP.19790105 200312 2 002
SUMITRO, S.H.
NIP.19611108 198303 1 005

EDI SUTANTO, S.H.
NIP.19650903 198503 1 004

[N

0 C. CATUR RINI W, S.H.,
M.H.
NIP.19641023 198703 2 002
PARDIYO, S.H.
NIP.19731012 199403 1 001
EDI PRIYANA, S.H.
NIP.19680516 199403 1 003
WINARTO, S.H.
NIP.19690813 199303 1 003

14 SHINTA IKASARI. S.H.
NIP.19850601 200805 2 001
SUTRISNO
NIP.19640131 198303 1 001
' MILADINA Y. AMALIA , S.H.,
M.H.
NIP.19861121 201212 2 001

N

[N

= = = =

17 AGENG WAHYU WIDODO
NIP.19691008 199103 1005

[N
oo

ANGGISHITA
PRANATASUKMA, S.Psi.

Hakim

Panitera

Sekretaris

Panmud

Hukum

Kasub.bag
Ortala
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti

Juru Sita

Pelaksana

Perdata

Juru Sita

Pengganti

Pelaksana

Kep. Dan
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Placement test LIA
Preparation Course For
The TOEFL

Sosialisasi aplikasi ecourt
(efiiling) dan ttd elektronik
Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis TTD Elektronik
pada Salinan Putusan di
Aplikasi ecourt
Bimbingan Teknis
manajemen media
Sosialisasi aplikasi ecourt
(efilling) dan ttd elektronik
Bimbingan Teknis
manajemen media tahun
Placement test LIA
Preparation Course For
The TOEFL

Bimtek Kepegawaian

Sosialisasi aplikasi ecourt
(efilling) dan ttd elektronik
Sosialisasi aplikasi ecourt
(efilling) dan ttd elektronik
Sosialisasi aplikasi ecourt
(efilling) dan ttd elektronik
Sosialisasi aplikasi ecourt
(efilling) dan ttd elektronik
Sosialisasi aplikasi ecourt
(efilling) dan ttd elektronik
Placement test LIA
Preparation Course For
The TOEFL

Sosialisasi pengelolaan
BMN

Bimtek Kepegawaian

PN Klaten,
14 Juli

Surakarta,

29-30 Jan
Jakarta,

17 Februari

Tawangmang
1-3 Sept
PN Semarang,
23 Jan
Tawangmangu
1 - 3 Sept
PN Klaten,
16 Juli

Magelang,
28-30 Sep
Surakarta,
29-30 Jan
Surakarta,
29-30 Jan
Surakarta,
29-Jan 2020
Surakarta,
29-30 Jan
Surakarta,
29-30 Jan
PN Klaten,
17 Juli

Kantor KPKNL,
Surakarta
30 Jan
Magelang, 28-
30 September
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- NIP.19900606 201903 2 014
i) RISKA AGUSTINA, S.T.
NIP.19850812 201903 2 006

Ortala
Pelaksana

PTIP

Pelatihan Pranta Kampus
Komputer, dilanjutkan Pusdiklat,
pelatihan English Effective Bogor
Presentation 16-27 Februari
Pelatihan Online Basic PN Klaten,
Motion Graphic With 5-9 Oktober

Adobe Effect

b. Indikator Kinerja Persentase Pegawai Yang Mengikuti Diklat

Ukuran persentase capaian indikator kinerja pegawai yang mengikuti

diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat

sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat, dengan jumlah yang

mengikuti diklat. Selama tahun 2020, Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA

semua yang telah ditugaskan : Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional.

Serta Pegawai untuk mengikuti pelatihan/sosialisasi/diklat. Seluruh diklat

tersebut dapat diikuti oleh : Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional.

serta Pegawai yang telah ditugaskan.
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Inovasi Pelayanan Publik
Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2020

Tahun 2020 Pengadilan Negeri Klaten telah membuat inovasi layanan
publik yang merupakan ide gagasan original yang dapat dilihat dari
beberapa jejak digital di internet.
Inovasi Pengadilan Negeri Klaten tahun 2020 ini adalah Layanan PTSP on
Call.
Berikut deskripsi inovasi Pengadilan Negeri Klaten : PTSP on Call
Layanan PTSP on Call adalah layanan pengadilan kepada masyarakat
pencari keadilan secara online melalui Layanan Telepon atau Pesan
Whatsapp ke nomor 087735394636. Petugas PTSP on Call akan melayani
segala kebutuhan informasi atau layanan yang diperlukan oleh masyarakat
dengan urutan standar layanan sebagai berikut :
a. Masyarakat melakukan panggilan atau mengirim pesan whatsapp ke
nomor layanan PTSP on Call
b. Petugas PTSP on Call menerima panggilan atau pesan whatsapp dari
masyarakat.
c. Petugas PTSP on Call mencatat jenis layanan dan informasi layanan
yang dikehendaki oleh masyrakat.
d. Petugas PTSP on Call mengirimkan kode layanan dalam bentuk
balasan whatsapp QR Code dan nomor layanan
e. Petugas menindak lanjuti layanan yang diperlukan oleh masyarakat,
jika layanan berhubungan dengan kepaniteraan atau sub lain,
petugas akan meneruskan kepada yang berkepentingan.
f. Petugas mengirim pemberitahuan kepada masyarakat bahwa layanan
sudah selesai
g. Jika layanan berhubungan dengan surat menyurat dan harus diambil
dipengadilan, pemohon harus menunjukkan QRCode atau Nomor
Layanan yang telah disampaikan

h. Layanan selesai
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Rab, Desember 30, 2020

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA

JL Kiaten - Solo K. 2 Kisten - Jaws Tengah
Tolp.Fax - 0272) 323 566,321 044

Permohonan Surat
Keterangan Elektronik
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BAB IV
PENUTUP

A.KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
Tahun 2020 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel
dan dapat dipertanggung jawaban sekaligus sebagai alat ukur
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah
yang diberikan berdasarkan peraturan yang Dberlaku. Secara
umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
Tahun 2020 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja
yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target

dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2020.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam
pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA pada tahun

2020 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang
ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang
terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan
dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh
suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan
pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA pada tahun

2020 adalah :

e Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun
administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada
beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara
umum target kinerja telah terealisasi.

e Penyelesaian perkara pada tahun 2020 pada prinsipnya telah
berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum
mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2019 dapat

diselesaikan seluruhnya di tahun 2020 dan telah memenuhi target.
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e Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA tahun 2020 pada umumnya sudah berjalan dengan
baik dan telah mencapai target.

e Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk
meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah
memenuhi target.

e Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung
tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2020 ini telah
terealisasi seluruhnya.

e Palayanan publik dalam implementasi Perma 12 Tahun 2016
tentang penyelesaian perkara lalu lintas dengan memberikan
kemudahan pelayanan terhadap masyarakat dalam mengakses
denda tilang yang bisa dilakukan melalui Whatsapp Gateway dan
Website.

e Pada 19 Juni 2020 Pengadilan Negeri Klaten melaunching aplikasi
layanan publik berbasis pesan whatsapp dengan nama PTSP On

Call.

Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh
satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang
dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar
apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari
jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA diantaranya perkara yang masuk
pada akhir tahun dibulan September, Oktober dan Desember
khususnya  perkara  perdata cukup banyak menghambat
pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan Perkara
yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya
perkara pidana cukup banyak, hal ini dapat disebabkan pengiriman
dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa

perkaranya di tahun berjalan. Perkara masuk melalui ecourt di

_45- Loporsn Kinerjs Instanst Pemerintoh LKD)
Tohun 2020



Pengadilan Negeri Klaten juga tidak bisa ditebak sehingga
penambahan beban perkara menjadi lebih pada tahun 2020

B.SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada

beberapa saran — saran

antara lain :

1. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa
dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja,
sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh
satker.

2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk
mencapai sasaran indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai
visi misi yang telah ditetapkan.

3. Agar implementasi Sistem LKjIP benar-benar efektif, perlu
adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan
sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang
digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan
output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan.

4. Pengembangan terhadap inovasi khususnya layanan publik terus
digali dan menjadi ide segar dalam pelayanan demi perbaikan

layanan di Pengadilan Negeri Klaten.
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PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA
Nomor : W12-U9/ 713 /KP.07.01/6/2020

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2020 PADA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

Menimbang . a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah, maka perlu penunjukan dan
pengangkatan Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja
Instansi Pemerintah;

b. bahwa guna kepentingan tersebut di atas, maka
perlu dibentuk tim guna membantu Ketua
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dalam
penyusunan laporan Akuntabilitas Pemerintah
Tahun 2019 dan mengirimkan pelaporannya pada
Tahun 2020;

c. bahwa kegiatan penyusunan tersebut meliputi
seluruh kegiatan dan target yang akan dicapai serta
disesuaikan dengan DIPA Tahun berjalan;

d. bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagai Tim
tersebut dipandang mampu dan cakap
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/09/PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama;

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang
Penetapan Kinerja Serta Sesuai Dengan Tugas
Pokok dan Fungsi;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
KLATEN KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN
/IPENGANGAKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2020 PADA
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA.

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Klaten Kelas 1A Nomor  W12-
U9/3547/KP.07.01/11/2019 tanggal 20 November
2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim
Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 pada
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.

Penetapan Target Dokumen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut terdiri
dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana
Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan
(RKT), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP).

Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut
pada Lajur 2 dalam jabatan sebagaimana
tercantum dalam lajur 3 sebagai Tim Penyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2020
dan bertugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4
dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkandi _ :Klaten
Tanggal 2™ \/é Juni_2020
KETUA ENGADILA N GE KLATEN KELAS IA
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KARTININGSIH. S.H.. M.H.
“NIP.19640421 149212 2001




Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
Nomor : W12-U9/ /&% /KP.07.01/6/2020

Tanggal : // Juni2020
No. Nama/Nip/Pangkat/Gol Jabatan Ditunjukan/diangkat sebagai
1 2 3 4
Hera Kartiningsih, S.H., M.H. Ketua
1 NIP. 19640421 199212 2 001 Pengadilan Negeri Klaten Pelindung/Penasehat
Pembina Utama Muda (IV/c)
Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. Wakil Ketua
2. NIP. 19710502 199603 2 001 Pengadilan Negeri Klaten Ketua Tim
Pembina Tk.I (1V/b)
Sumitro, S.H. Panitera
3. NIP. 19611108 198303 1 005 Pengadilan Negeri Klaten Koordinator/Kepaniteraan
Pembina Tk.I (1V/b)
Edi Sutanto, S.H. Sekretaris
4. NIP. 19650903 198503 1 004 Pengadilan Negeri Klaten Koordinator/Kesekretaristan
Pembina (IV/a)
Suhartono, S.H., M.H. Panitera Muda Perdata
5. NIP. 19670707 198803 1 003 Pengadilan Negeri Klaten Penyaji Data Bagian Perdata
Pembina (IV/a)
Cordula Catur Rini W., S.H., M.H. Panitera Muda  Hukum
6. NIP. 19641023 198703 2 002 Pengadilan Negeri Klaten Penyaji Data Bagian Hukum
Pembina (IV/a)
Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H. Panitera Muda Pidana
7 NIP. 19641124 199203 1 004 Pengadilan Negeri Klaten Penyaji Data Bagian Pidana
Penata Tk. | (I1l/d)
Maryanto, S.H. Kepala Sub Bagian Umum | Penyaji Data Bagian Umum
8. NIP. 19671031 198703 1 002 dan Keuangan dan Keuangan
Penata Tk.I ( Ill/d) Pengadilan Negeri Klaten
Pardiyo, S.H. Kepala Sub. Bagian | Penyaji Data Bagian
9 NIP. 19731012 199403 1 001 Kepegawaian, Organisasi | Kepegawaian,Organisasi dan
’ Penata Tk. | (111/d) dan Tatalaksana Tatalaksana
Pengadilan Negeri Klaten
M. Irwansyah Harahap, S.Akt. Kepala Sub Bagian | Penyaji Data Bagian
10 NIP. 19790611 200805 1 001 Perencanaan, TI dan | Perencanaan LTI dan
" | Penata Muda( Ill/b) Pelaporan Pelaporan.
Pengadilan Negeri Klaten
Staf Sub Bagian | Operator.
11. | Riska Agustina, S.T. Perencanaan, Ti dan
NIP. 19850812 2019932 2 006 Pelaporan
Penata Muda (lll/a) Pengadilan Negeri Klaten
Honorer Staf Sub Bagian
12. | Puji Wiyono, S.Kom. Perencanaan, TI dan | Operator.
Pelaporan
Pengadilan Negeri Klaten
Ditetapkan di . Klaten
Tanggal - [{, Juni 2020
KETUA PENGADJLA EQERI KLATEN KELAS IA

- HERA KARTININGSIH. S.H.. M.H.

) "*:Ni;ﬁ964042‘1 199212 2001

R TR




	8d6c969d6ce32025ac6bf02e685aebc1422ce6680861b8a30740e193c888b640.pdf
	8d6c969d6ce32025ac6bf02e685aebc1422ce6680861b8a30740e193c888b640.pdf
	8d6c969d6ce32025ac6bf02e685aebc1422ce6680861b8a30740e193c888b640.pdf

